BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 77472022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI (MONITORING CENTRE FOR PREVENTION) PADA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka tertib melaksanakan monitoring
rencana aksi pencegahan korupsi (Monitoring Centre For
Prevention) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong,
perlu membentuk Kelompok Kerja Monitoring Rencana Aksi
Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851}, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250j);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara  Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kebupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

_3-

Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 11};

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 07);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Keputusan Bersama Pimpinan KPK RI, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala
Staf Kepresidenan Nomor 01 Tahun 2020, Nomor
115/M/PPN/HK/12/2020, Nomor 356.4666 Tahun 2020, Nomor
07 Tahun 2020, Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi
Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Kelompok Kerja Monitoring Rencana Aksi
Pencegahan Korupsi {Monitoring Centre For Prevention) pada
Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dan monitoring terhadap rencana aksi
Monitoring Centre For Prevention (MCP) setiap bulan;

b. melakukan pembinaan dan verifikasi internal terhadap
progres MCP secara berkala;

c. melaksanakan pemenuhan target yang telah ditetapkan dalam
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rencana aksi MCP; dan
d. melaporkan hasil perkembangan MCP kepada Bupati setiap

Triwulan.

KETIGA . Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksananan Anggaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7& aéﬂé 2622 .

/(/ BUPATI TABALONG,

«—
N

ANANG SYAKHFIANI ‘_




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /AS /2022
TANGGAL & /?évvé 2e22

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA MONITORING RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI (MONITORING CENTRE FOR PREVENTION)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM

NO | JABATAN DALAM DINAS KELOMPOK KERJA AREA
1. | Bupati Tabalong Pembina
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah
3 Sekretaris Daerah Penaneeung Jawab
" | Kabupaten Tabalong ggung
Inspektur Kabupaten .
4. Tabalong Wakil Penanggung Jawab Pengawasan APIP
Kepala Bappeda Litbang Perencanaan dan
S Kabupaten Tabalong Anggota Penganggaran
Kepala BPKAD
6. Kabupaten Tabalong Anggota Pengelolaan BMD
Kabag Pengadaan Barang
7. | dan Jasa Setda Anggota Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Tabalong
Kepala DPMPTSP ..
8. Kabupaten Tabalong Anggota Perizinan
Kepala BAPENDA TP
9. Kabupaten Tabalong Anggota Optimalisasi Pajak Daerah
Kepala BKPSDM .
10. Kabupaten Tabalong Anggota Manajemen ASN
Kepala Dinas
Pemberdayaan
11. Anggota Tata Kelola Keuangan Desa

Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
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